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ABSTRAK 

 
Skripsi yang berjudul ‚Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan 

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikot‛ ini adalah hasil 

penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) 

Bagaimana analisis tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten 

Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016. 2) Bagaimana analisis Fiqih Siyasah 

terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, 

Pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari (wawancara dan dokumentasi), 

langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan 

membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan 

kewewenangnya, Panwaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan upaya untuk 

mematuhi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Realitanya dalam tahap proses penanganan laporan dugaan kecurangan Panwas 

kurang cepat dan tanggap. Tindakan itulah yang memancing keresahan dalam 

masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap 

lembaga Panwas. Tindakan yang dilakukan Panwaslu Kab. Sampang dalam 

merespon laporan dugaan pelanggaran, tidak mencerminkan mikanisme pengawasan 

yang telah diatur dalam Fikih Siya>sah yang menekankan pada terciptanya keadilan 

dan mencegah kemunkaran (kecurangan). Tidankan yang menunda untuk memproses 

dugaan pelanggaran juga tidak mencerminkan kaidah fikih, untuk mendahulukan 

perkara yang berpotensi menghasilkan kerusakan daripada mencapai kemaslahatan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten Sampang agar dalam menjalankan proses pengawasan dalam Pemilukada 

untuk senantiasa pro aktif terhadap segala laporan yang di sampaikan oleh semua 

tim paslon. Harapannya supaya terjadi proses pemilihan yang maksimal sesuai 

aturan yang berlaku dan terciptanya Pemilihan yang Bersih dan Adil.  

 

Kata Kunci :  Panitia Pengawas Pemilu, Tugas dan Kewenangan, Pemilukada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara 

konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini disebutkan dalam pasal 

1 ayat (2) (UUD Negara Republik Indonesia 1945) yang berbunyi ‛kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar‛. Salah 

satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui 

diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu).  

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam 

proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan 

kenegaraan yang demokratis.
1
 Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan 

Pemilu adalah untuk melakukan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
2
 

Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, pemilihan 

Gubernur, Bupati, Walikota perlu keterlibatan rakyat secara langsung dalam 

suatu proses Pemilu.  

                                                 
1
 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Yogyakarta: Liberty, 

1993), 94. 
2
 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia 

Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivitisme dalam Kebijakan Demokrasi 
Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve), 9. Lihat juga  Khairil Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 276. 
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Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 tentang 

Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dijelaskan 

bahwasannya: 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung dan demokratis.
3 

 

Dalam tata pelaksanaan Pemilihan, lembaga yang bertugas untuk 

menyelenggarakan Pemilihan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan 

Walikota secara langsung oleh rakyat. 

Dengan adanya KPUD dan PANWASLU Kabupaten sebagai satu-

kesatuan yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, keduanya memiliki 

peran penting dalam berhasil-tidaknya penyelenggaraan Pemilu tersebut. Melalui 

tugas pengawasan dari Panwaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik 

dan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. 

Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini 

menunjukan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi 

terselenggaranya Pemilu yang berkualitas sesuai dengan asas Pemilu di atas. 

                                                 
3
 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 pasal 1 Ayat 1 Tentang Penetepan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang 
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Mengingat fungsi Panwaslu yang sangat dibutuhkan, maka Panwaslu 

ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap serta mempunyai 

kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu yang tujuannya agar 

menghasilkan Pemilu yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa eksistensi lembaga pengawas 

Pemilu akan semakin lemah apabila tidak diberikan kewenangan yang maksimal, 

sehingga berdampak pada kinerja Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya. 

Apabila kelemahan-kelemahan terkait keterbatasan tugas dan kewenangan 

Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas penyelenggara Pemilu 

terjadi, maka akan berdampak ataupun membahayakan perjalanan demokrasi di 

Indonesia.
4
  

Terkait tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dijelaskan 

dalam pasal 30 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:  

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 

2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 

Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 

4. Proses dan penetapan calon; 

5. Pelaksanaan Kampanye; 

                                                 
4
 Firmanzah, Persiapan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 

2009  (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 78-79. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 

8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 

9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota dari seluruh Kecamatan; 

12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 

13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa 

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang; 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 
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mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh 

penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan 

sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan 

pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.
5
 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 pasal 32 tentang 

Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dijelaskan 

terkait kewajiban dari Panwaslu yang berbunyi: 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas 

pada tingkatan di bawahnya; 

                                                 
5
 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
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c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 

Pemilihan; 

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan 

tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan 

Pemilihan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.
6
 

Disini seharusnya Panwaslu mempunyai peranan penting dalam rangka 

menetralitas serta menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Peran itu menjadi 

keniscayaan, karena penyelenggara pemilu tidak mungkin bisa di tangani sendiri 

oleh KPU dan jajarannya. Selain itu, dalam kompetisi politik yang ketat seperti 

pemilu, selalu ada saja pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan 

menghalalkan segala cara.
7
 Potensi atau wujud pelanggaran peraturan maupun 

penyalahgunaan kewenangan semacam ini harus di atasi secara sungguh-sungguh, 

                                                 
6
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 
7
 Ramlan Surbakti dkk, Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik 

Demokratis (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2008), 58. 
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oleh Panwaslu apabila tidak ingin proses dan hasil pemilu diragukan keabsahannya 

maupun kredibilitasnya. 

Namun pada realitanya, tugas dan wewenang yang ditetapakan oleh UU 

tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, aduan yang disampaikan oleh 

salah satu paslon terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditanggapi 

maupun di proses dengan cepat oleh Panwaslu. Padahal sudah jelas dalam pasal 32 

UU No 1 Tahun 2015 poin C terkait tugas dan wewenang Panwaslu berbunyi, 

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 

Pemilihan. 

Ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten 

Sampang yang lain tergambar pada dikeluarkannya dua surat keputusan yang 

menyebabkan terjadinya aksi dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Isi 

keputusan pertama mengajukan permohonan kepada pihak KPU untuk kepastian 

pembukaan C7 yang akan digunakan sebagai bahan penyidikan serta uji materil oleh 

Panwaslu. Namun tiba-tiba surat keputusan itu dianulir tanpa ada tindakan lebih 

lanjut dengan mengeluarkan surat keputusan baru dalam waktu singkat yang 

menyatakan seluruh pengaduan dari pihak terkait tidak mengandung unsur 

pelanggaran karena dianggap tidak cukup dua alat bukti. 

Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten 

Sampang tersebut jika ditinjau dari fiqih siyasah juga bertentang. Dalam kajian fiqih 
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syiyasah, prinsip pelaksanaan aturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan oleh Ma>s{adir al-Syar’iyah. Menurut Muhammad Salim ‘Awwa, prinsip 

dasar dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip syura, keadailan, kebebasan, 

persamaan dan pertanggung jawaban pemimpin.
8
 Dalam hal ini, pelaksanaan tugas 

dan wewenang terkait dengan pengawasan, pengambilan keputusan yang telah 

dijelaskan di atas bertentangan dengan prinsip tersebut. 

Dalam konteks fiqih siyasah, fungsi kelembagaan merupakan alat atau 

sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat.
9
 Panwaslu 

sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu seharusnya juga melaksanakan tugas 

dan wewenangnya berorientasi pada terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan 

ketertiban masyarakat. Akan tetapi pada realitasnya, tujuan yang dimaksud tersebut 

tidak terlaksana dengan adanya beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi 

penyebab munculnya konflik. Surat keputusan yang dikeluarkan pasca penghitungan 

suara yang berisi tentang permohonan pembukaan C7 sebagai bahan uji materil 

terkait dugaan terjadinya pelanggaran dalam proses pemilukada kemudian dianulir 

dan mengeluarkan surat keputusan baru yang membatalkan surat keputusan pertama 

yang berisikan pembukaan kontak suara menyebabkan adanya pengkodisian massa 

ke kantor Panwaslu Kabupaten Sampang. 

                                                 
8
 Muhammad Salim ‘Awwa, Fi> al-Niz{a>m al-Shiya>shi> li al-Daulah al-Isla>miyah (Kairo: Dar al-Syuruq, 

2008), 181. 
9
 Abdul Qadir Zallum, Pemikiran Politik Islam (Bangil: al-Izzah, 2001), 155. 
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Realitas ini bertentangan dengan konsepsi perundang-undangan dalam 

Islam. Konsep perundang-undangan yang diartikan oleh al-Maudhudhi sebagai 

aturan yang memuat kaidah-kaidah dasar yang membangun suatu lembaga
10

  

bertujuan untuk mengatur kemaslahatan dan menolak mafsadat.
11

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengadakan 

penelitian lebih mendalam tentang implemintasi tugas dan wewenang Panwaslu 

Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis membahasan 

tentang Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan Bawaslu 

Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan 

masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi 

sebanyak mungkin untuk mencari masalah-masalah yang diduga akan muncul dalam 

penelitian ini. 

Dari deskripsi latar belakang penelitian di atas, dapat ditemukan arah 

pembahasan dan batasan permasalahan yang hendak diangkat diantaranya: 

                                                 
10

 Abu ‘A’la al-Maudhudhi, Taqwi>m al-Dustu>r al-Isla>mi> (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 3. 
11

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1997), 125. 
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1. Terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang telah disebut dalam UU No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terkait tugas 

dan kewenangan Panwaslu dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. 

2. Proses pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten 

Sampang yang tidak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 menyebabkan 

adanya konflik mengenai pelaksanaa Pemilu Kabupaten Sampang. 

3. Dalam konteks Islam, pelaksanaan aturan harusnya dilaksanakan sesuai dengan 

sumber hukum Islam yang berorientasi pada terciptanya masyarakat yang 

harmonis dan tentram. Dalam konteks ini pelaksanaan tugas dan kewenangan 

Panwaslu Kabupaten Sampang , bertentangan dengan semangat Islam yang 

dijelaskan dalam beberapa teori dalam Fiqih Siyasah. 

4. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang 

menimbulkan konflik lanjutan dalam pelaksaan Pilkada Kabupaten Sampang 

pasca putusan MK NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang sengketa Pilkada 

Kabupaten Sampang mengenai unsur penyesuaian DPT. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan perspektif Fiqih Syiasah 

yang dalam kajian keIslaman yang membahas mengenai aturan kenegaraan agar 

tercipta kemaslahatan dalam masyarakat. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini menyusun 

batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Analisis tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang menurut UU No. 

10 Tahun 2016. 

2. Tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang dalam perspektif Fiqih 

Siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis tugas dan kewenangan Panwaslu dalam Pemilihan Bupati 

Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016? 

2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap tugas dan kewenangan Panwaslu? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang masalah terkait tugas dan kewenangan Panwaslu 

sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum juga pernah diteliti di beberapa literatur 

diantaranya yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Nikmah Isnaini dengan judul ‚Kedudukan, Tugas Dan 

Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum‛. Skripsi ini lebih fokus pada bagaimana kedudukan 

tugas serta wewenang Bawaslu di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
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Pemilihan Umum.
12

 Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana 

implementasi terkait tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang 

sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016, sehingga fokus penelitian ini berbeda 

dengan penelitian di atas. 

2. Skripsi yang ditulis Deny Wahyu Saputro dengan judul ‚Tugas, Wewenang Dan 

Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa 

Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu‛. Dalam penjelasan skripsi ini yang lebih ditekankan adalah kendala 

serta upaya penyelesaian yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu dalam 

menjalankan tugas, wewenang serta fungsinya dalam Pemilu di Jawa Barat.
13

 

Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang ketidak sesuaian tugas dan 

kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang yang tercantum dalam UU No. 10 

Tahun 2016. Oleh sebab itu penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. 

3. Skripsi yang ditulis Hanu Rohcmansyah dengan judul ‚Implementasi Tugas dan 

Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul Dalam 

Perspektif Syiasah Dusturiyyah‛. Dalam penjelasan skripsi ini lebih di tekankan 

pada teori Syiasah Dusturiyyah dalam pengimplementasian terkait tugas dan 

                                                 
12

 Nikmah Isnaini, ‚Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum‛ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018). 
13

 Deny Wahyu Saputro, ‚Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam 

Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu‛ (Skripsi Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2018). 
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wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2015.
14

 Sedangkan penelitian ini lebih 

menekankan pada analisis terkait tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten 

Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 perspektif Fiqih Siyasah, sehingga 

teori yang di gunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. 

4. Skripsi yang ditulis Ali Sidik dengan judul ‚Peran Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum‛(Studi Tentang Interaksi 

Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, 

DPD, Dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)‛. Didalam skripsi ini 

penjelasannya lebih fokus pada strategi dan peran yang dilakukan Bawaslu 

Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam penegakkan hukum 

pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
15

 Sedangkan 

penelitian ini lebih menekankan pada analisis terkait tugas dan kewenangan 

Panwaslu dalam Pemilukada di Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang 

selanjutnya menjadi pembeda dengan penelitian di atas. 

 

                                                 
14

 Hanu Rohcmansyah, ‚Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Gunungkidul Dalam Perspektif Syiasah Dusturiyyah‛ (Skripsi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017). 
15

 Ali Sidik, ‚Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum‛, 

(Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, 

DPD, Dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)‛ (Skripsi Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2016). 
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E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian yang peneliti lakukan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Panwaslu Kabupaten Sampang 

mengimplementasikan tugas dan wewenang yang sudah di atur dalam UU No. 

10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada 

Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang dalam 

perspektif Fiqih Siyasah. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam 

bidang pemilihan umum, sehingga benar-benar bisa berguna dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dari segi Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait tugas dan kewenangan 

Panwaslu dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota. Selain itu agar ada lembaga yang mengawasi tugas dan 

kewenangan Panwaslu dalam pemilukada supaya apa yang sudah ada di dalam 

UU No.10 Tahun 2016 terkait tugas kewenangan bisa diterapkan dengan baik. 

2. Dari segi Praktis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi para 

peserta dan penyelenggara tentang mekanisme penyelenggaraan Pemilukada 

yang benar dan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016. Begitu juga peserta dan 

penyelenggara Pemilukada dapat mengaplikasikan tugas dan kewenangan sesuai 

dengan aturan dalam Fiqi Siyasah. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional disini memuat beberapa penjelasan tentang 

pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga 

bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut 

melalui penelitian. Beberapa istilah tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Fiqih Syiasah 

Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah adalah otoritas pemerintah untuk 

melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka 

mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.
16

 

2. Tugas dan Kewenangan  

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk 

dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang 

                                                 
16

 Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 

Hal 22-23 
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dibebankan.
17

 Sedangkan Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang 

yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, 

dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum 

yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan 

merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau 

institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum 

tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan 

kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai 

konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
18

 

3. Panwas 

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penilitian yang sifatnya penelitian lapangan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Data-data yang dikumpulkan 

Merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah. Adapun data yang peneliti kumpulkan sebagai berikut: 

                                                 
17

 Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Darring Online,  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas 11-12-2018 jam 18:35  
18

 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013). Hal 71 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas%2011-12-2018%20jam%2018:35
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a. Data mengenai Implementasi UU No.10 Tahun 2016 terhadap tugas dan 

kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang didapatkan langsung dari 

Komisioner Panwaslu Kabupaten Sampang. 

b. Data tentang tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tugas dan wewenang 

Panwaslu didapatkan dari berbagai literasi. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber data primer 

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang dapat diperoleh dari 

sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat 

berupa interview, observasi maupun penggunaan intrumen khusus yang 

memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian,
19

 yaitu anggota Panwaslu beserta ke 3 tim 

peserta calon. 

b. Sumber data sekunder 

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam 

melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain: 

1) UU No. 10 Tahun 2016 

2) Putusan MK NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 

                                                 
19

 Saifuddin Azwar, Metode Penenitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal 36 
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3) A Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-

rambu Syariah. 

4) Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah 

penelitian.
20

 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah tentang tugas dan 

kewenangan dalam UU No 10 Tahun 2016. 

b. Wawancara  

Wawancara atau kuesioner lisan adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan.
21

  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan 

wawancara yang tersetruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan 

sebelum melakukan wawancara dengan komisioner Panwaslu yang menjadi 

pelaksana terkait pengawasan Pemilu. 

                                                 
20

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal 181 
21

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hal 64 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 

 

 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi.
22

 Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

a. Teknik Deskriptif Analisis  

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta 

aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pembahasan 

yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan 

menjelaskan segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh Panwaslu 

Kabupaten Sampang, kemudian tindakan-tindakan tersebut dikaitkan dengan 

aturan-aturan mengenai tugas dan kewenangan Panwaslu yang telah diatur 

dalam UU No. 10 Tahun 2016 dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah. 

b. Pola Pikir deduktif  

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan 

teori-teori bersifat khusus yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan 

Panwaslu untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat umum 

dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan dibentuk 

menjadi suatu analisis hasil penelitian implementasi tugas dan kewenangan 

Panwaslu perspektif Fiqih Siyasah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

                                                 
22

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104. 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, 

maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai 

berikut:  

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

(meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisa data) dan sistematika pembahasan. 

Bab II tentang Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual. Bab ini 

menjelaskan tentang Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan 

Pawaslu Kabupaten Sampang Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 

Bab III ini menjelaskan tentang data penelitian yang memuat deskripsi 

data dan berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif terhadap Tugas Dan 

Kewenangan Panwaslu Di Kabupaten Sampang Menurut Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 

Bab IV tentang analisis. Bab ini memuat analisis terhadap temuan bahan-

bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah 
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penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada. 

Bab V tentang penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Rumusan kesimpulan harus singkat, jelas, tidak memuat  hal-hal baru di luar 

masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Isi saran tidak boleh keluar dari pokok masalah yang 

dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran 
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BAB II  

FIQH SIYA<SAH DAN LEMBAGA PENGAWASAN DALAM ISLAM 

 

A. Fiqh Siya>sah 

1. Pengertian Fiqh Siya>sah 

Fiqh siya>sah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang 

terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. Secara etimologi, fiqh 

merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti pemahaman yang mendala m dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 

terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-

hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci.
23

 

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siya>sah yang di 

kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siya>sah 

adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk 

mengaturnya.
24

 

                                                 
23

 Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 2. 
24

 Ibid., 2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 

 

 

 

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan 

siya>sah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 

kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi 

menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling 

ringkas dari Ibn Manzhur tentang siya>sah adalah mengatur sesuatu dengan 

cara yang membawa kepada kemaslahatan.
25

 

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana 

dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, Fiqh Siyasah merupakan ilmu 

tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang bernfaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna 

terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kemudaratan 

yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
26

  

2. Objek dan Ruang Lingkup 

Objek kajian fiqh siya>sah meliputi aspek pengaturan hubungan 

antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara 

dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan 

                                                 
25

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah 

(Jakarta: Kencana, 2009), 45. 
26

 Ibid., 11. 
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lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun 

hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang 

kehidupan.
27

 

Sedangkan objek kajian Fiqh Siyasah menurut Abdurrahman Taj, 

adalah seluruh perbuatan mukallaf dan hal ihwal lainnya yang berkaitan 

dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa 

dan tujuan syariat. Dengan kata lain, objek kajian Fiqh Siyasah adalah 

berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagian subjek hukum yang berkaitan 

dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur 

berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nash 

syariat yang bersifat universal,
28

 sehingga objek kajian Fiqh Siya>sah menjadi 

sangat luas. 

Untuk membatasi keluasan objek kajiannya, dilakukan klasifikasi 

pembidangan dalam kajian Fiqh Siya>sah yang mengatur pola hubungan 

manusia. Abd al-Wahab Kha>laf membedakan objek kajian Fiqh Siya>sah 

menjadi tiga, yakni: Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dawliyah, Siyasah 

Maliyah.
29

 

 

 

                                                 
27

 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 

30.  
28

 Zada, Fiqih Siyasah…, 16. 
29

 Abd al-Wahab Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah fi al-Shu’un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-
Ma>liyah (Kairo: Da>r Qalam, 1988), 5. 
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B. Siya>sah Dusturiyah 

Secara bahasa siya>sah dusturiyah terdiri dari dua kata, al-siya>sah dan 

al-dusturiyah. Makna al-siya>sah telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, 

sedangkan al-dusturiyah secara etimologis berasal dari bahasa Persia yang 

bermakna sebuah catatan yang berisi nama-nama tentara, catatan yang berisi 

undang-undang penguasa. Kata ini kemudian diadobsi kedalam bahasa Arab 

yang menunjukkan pengertian undang-undang.
30

 Sedangkan secara terminologis, 

siya>sah dusturiyah adalah kumpulan hukum-hukum yang mengatur tentang 

bentuk dan konstitusi negara, kekuasaannya, cara pemindahan kekuasaan, dan 

mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara dalam 

batas administrasi suatu negara.
31

 Hubungan ini juga menyangkut hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan 

dalam suatu negara. 

Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah dibatasi hanya 

dalam wilayah pembahasan mengenai penyesuaian prinsip-prinsip agama dalam 

aturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek mas{lahah al-mursalah 

serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara.
32

 Untuk dapat 

menerapkan prinsip tersebut, fiqh dusturiyah mendasarkan argumentasinya pada 

dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kully yang diambil dari al-Qur’an, hadis, dan 

                                                 
30

 Taufiq bin Abd al-‘Azi>z al-Sadi>ri>, al-Isla>m wa al-Dustu>r (Riyad: Wikalah al-Matbu>’ah wa al-Bahth 

al-Ilmi>, 1425 H.), 33. 
31

 Ibid. 
32

 Djazuli, Fiqh Siyasah…, 47. 
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maqa>sid al-syariah serta semangat Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, 

termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.
33

 

Termasuk dalam pembahasan siya>sah dusturiyah adalah mengenai 

kekuasaan. Kekuasaan (sult}ah) negara dalam Islam, menurut Abd al-Wahab 

Khala>f dibagi menjadi tiga. Pertama, sult}ah tashri’iyah (kekuasaan legislatif) 

yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang 

tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan 

zaman.
34

 Jika dalam negara Islam, maka sult}ah tashri’iyah berada di tangang 

para mujtahid dan ulama yang memiliki otoriras memberikan fatwa. Mereka 

memiliki fungsi tidak lebih dari dua hal, hal yang berhubungan dengan nas}s} (al-

Qur’an dan Hadis) dan hal yang berhubungan dengan selain nas}s}. Jika perkara 

tersebut berhubungan dengan nas}s}, maka para mujtahid bertugas untuk 

memberikan pemahaman tentang nas}s} tersebut dan menjelaskan kandungan 

hukumnya. Dan jika perkara tersebut bukan berkenaan dengan nas}s}, maka tugas 

dari sult}ah tashri’iyah melakukan qiya>s terhadap nas}s} dan menarik kandungan 

hukumnya dengan ijtiha>d. 

Kedua, sult}ah qad}a>’iyah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang 

menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Dalam struktur negara 

                                                 
33

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 48. 
34

 Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah…, 41. 
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modern, kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tetapi di jalankan 

dalam struktur lembaga kehakiman. Dalam struktur negara Islam, kekuasaan 

kehakiman dijalankan oleh sult}ah tashri’iyah. Dalam struktur negara Islam, jika 

terdapat satu putusan maka yang mengambil alih adalah Qa>di, akan tetapi jika 

tidak maka yang memberikan keputusan tentang satu perkara adalah fuqaha>’ 

dan mufti (pemberi fatwa).
35

 

Ketiga, sult}ah tanfi>dhiyah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang 

menjalankan perundang-undangan.
36

 Pelaksana kekuasaan ini salah satunya 

adalah pemimpin. Kepemimpinan menurut al-Mawardi dibentuk untuk tujuan 

menjaga agama dan mengatur persoalan negara. Karena itu, menurut al-

Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang fard}u 

kifa>yah secara syara’ dan tidak hanya secara rasional.
37

 

Berbeda dengan Abd al-Waha>b Khala>f, Abd al-Qa>dir Awdah membagi 

kekuasaan dalam negara menjadi lima. Pertama, al-sult}ah al-tanfidhiyah yakni 

lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang yang didalamnya terdiri 

dari pemimpin negara. Kedua, al-sult}ah al-tashri>’iyah yakni lembaga yang 

mengatur dan membuat perundang-undangan. Ketiga, al-sult}ah al-qad}a>iyah 

yakni lembaga yang bertugas mengakkan keadilan di masyarakat dan 

memutuskan perselisihan dan pertentangan yang muncul. Keempat, al-sult}ah al-

                                                 
35

 Ibid., 47. 
36

 Ibid., 51. 
37

 Ali bin Muhammad al-Bas}ri al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah (Mesir: Must}afa> al-Babi> al-

Halabi>. t.th), 3. 
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ma>liyah yakni lembaga yang menangani keuangan termasuk di dalamnya 

permasalahan zakat dan distribuasinya. Kelima, sult}ah al-mura>qabah wa al-

taqwi>m yakni lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan 

hukum.
38

 

 

C. Kaidah-kaidah Fikih Siya>sah 

Fikih siya>sah adalah bagian dari fikih Islam secara umum. 

Pembahasannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum 

internasional dan hukum ekonomi. Sebagai bagian dari fikih, ia juga terikat oleh 

aturan-aturan hukum yang termaktub dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Beberapa 

kaidah yang penting dalam kaitannya dengan fikih siyasah adalah:       

ةً تىصى  .1 مىاًـ عىلىى الرَّاعًيَّةً مىنػيو طه باًل مىص لىحى رُّؼي الْ ً   (Kebijakan seorang pemimpin terhadap 

rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan)
39

 

 

Disamping kaidah ini, terdapat argumentasi Umar bin Khat}t}a>b untuk 

memperkuat kedudukan dari kaidah tersebut, yakni riwayat dari Sa’id bin 

Mans}u>r, 

اًنِّىً اىنػ زىل تي نػىف سًى مًن  مىاؿً الًل مىن زلًىةى كىلًِى ال يىتًي مً : اؿى ، قى  وي ن  عى  اللي  يى ضً رى  ،عيمىرى  عىن  
تػىع فىف تي  تػىغ نػىي تي اًس  تىج تي اىخىذ تي مًن وي كىاًذىااي سىر تي رىدىد تيوي كىاًذىااس   انًاًح 

Dari Umar ra: ia berkata: sungguh aku menempatkan diri dalam 

mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika 

                                                 
38

 Abd al-Qa>dir Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una> al-Siya>sah (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1981), 

170-179. 
39

 Tajj al-Di>n Abd al-Wahha>b al-Subki>, al-Ashba>h wa al-Naz}a>ir (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 

1991), 137. 
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aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam 

kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku 

menjauhinya. 

 

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi 

kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan 

keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh sebuah 

ayat surah An-Nisaa’ (58), 

ى النَّاسً أىف  إًفَّ  تيم  بػىين  لًهىا كىإًذىا حىكىم  اللَّوى يىأ ميريكيم  أىف  تػيؤىدُّكا الْمىانىاتً إًلِى أىى 
يعنا بىصًيرن  ؿً إًفَّ اللَّوى نعًًمَّا يىعًظيكيم  بوًً إًفَّ اللَّوى كىافى سَىً         (٨٥) اتَى كيميوا باًل عىد 

                    
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

 

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut, yaitu setiap 

kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus 

direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi 

kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan 

memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam 

upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, 

membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, 

menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan 

professional, dan lain sebagainya. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

 

 

أ  زى جى تى  تػى لى  ةي انى يى ل ً اى  .2  (Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi).
40 

 

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau mengkhianati salah satu 

amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dilepaskan dari 

keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang kepala 

daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik tentang 

keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana. 

Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan 

dengan melakukan korupsi, maka ia harus dihukum dan dipecat. Artinya 

seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya karena jabatannya menjadi 

hilang semua. Sebab melanggar salah satu, berarti melanggar 

keseluruhannya. 

ىـ مى لً ا   فَّ إً  .3 ةي بى و  قي لعي  ا  فً  ئى طى يِى   ف  اى  ن  مً  ره يػ  خى  وً ف  العى  فً   ئى طى يِى   ف  اى  ا  (Seorang pemimpin salah 

dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum) 
 

Kaidah ini menunjukkan keharusan untuk berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang dibuat merugikan 

orang banyak. Apabila seoran g pemimpin masih ragu karena belum ada bukti 

yang meyakinkan dalam memberikan satu keputusan, dan terdapat tuntutan 

antara memaafkan atau menjatuhkan hukuman, maka pilihan yang terbaik 

adalah memaafkan. Akan tetapi jika sudah jelas bukti-buktinya, maka 

seorang pemimpin harus berani dan tegas dalam mengambil keputusan. 

                                                 
40

 Asymuni A Rahman, Kaidah-Kaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75. 
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ةً امَّ لعى ا   ةً يى لى لوً ا   نى ل مً وى قػ  اى  ةي اصَّ الى  ةي يى لى الوً  .4  (kekuasaan yang khusus lebih kuat 

(kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum)
41 

 
Dalam fiqh siya>sah terdapat pembagian kekuasaan sejak zaman 

kekhalifahan. Pembagian kekuasaan tersebut terus berkembang, maka 

muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Terdapat beberapa 

lembaga sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Maksud dari 

kaidah tersebut bahwa lembaga-lembaga yang sifatnya khusus lebih kuat 

kekuasaannya dari pada lembaga umum. 

ا ًـكى ح  لى ا   لً ه  بًى  ري د  العي   ـًلاى س  لً ا   ارً  الدَّ فً  لي بى ق  يػي  لى  .5  (tidak diterima di negeri muslim 

pernyataan tidak tahu hukum)
42 

 
Yang dimaksud tidak tahu hukum dalam kaidah ini adalah hukum 

yang bersifat umum yang sudah banyak diketahui oleh mayoritas 

masyarakat, seperi perintah shalat, zakat, taat kepada pemimpin. 

مي ل  السى  ةً قى لاى لعى  ا  فً  لي ص  الى  .6  (hukum asal dalam hubungan antar negara adalah 

perdamaian)
43 

Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah dengan manusia, 

manusia dengan manusia yang lain, tetapi juga mengatur hubungan suatu 

bangsa dengan bangsa yang lain. Kaidah ini menunjukkan bahwa hubungan 

asal antara negara adalah perdamain, sehingga konflik yang tidak memiliki 

penyebab khusus dilarang dalam Islam. 

                                                 
41

 Ibid., 132. 
42

 Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una>…, 431. 
43

 Mans}u>r, al-Shari’ah al-Islamiyah…, 137-138. 
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بً ر  الى  ارً  دى فً  حُّ صً يى  لى    ـًلاى س  لً ا   ارً  دى فً  حُّ صً يى  لى   عو ي  بً مي  لُّ كي  .7  (setiap barang yang tidak sah 

dijual belikan dinegeri Islam, maka tidak sah pula di negeri konflik)
44 

 

Kaidah ini sering dipakai oleh madhhab Ma>liki dan al-Shafi’i. kaidah 

ini berkaitan dengan nasionalisme. Maksudnya adalah dimanapun berada, 

barang-barang yang haram hukumnya tetap haram. Jadi seorang muslim yang 

pergi ke luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum 

minuman yang memabukkan, melakukan riba dan perkara lain yang dilarang 

dalam agama. Selain itu, kaidah ini juga bermaksud, perkara yang wajib juga 

harus dilakukan dimanapun berada. 

ي  عى ي مى عى ر  ا يػي مى كى   رً افً الكى  عى ي مى عى ر  يػي  دي ق  عى ل  اى  .8
مً لً س  ال  (setiap perjanjian dengan non muslim 

harus dihormati seperti menghormati perjanjian dengan muslim)
45 

 

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara 

individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim 

secara bilateral atau unilateral. 

ةً ايى مى الً بً  ةي ايى بى الجً  .9  (pungutan harus disertai dengan perlindungan) 

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari 

rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma;dun, kharaj, wajib disertai dengan 

perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. 

Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. 

                                                 
44

 Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah…, 264. 
45

 Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qawa>’id al-Fiqhiyah (Beirut: Da>r al-Qalam, 1988), 113. 
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Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah, maka pemerintah tidak 

berhak memungut apapun dari rakyatnya. 

به حى تى س  مي  ؼً لاى لً ا   نى مً  جي ك  ري الي  .10  (keluar dari perbedaan pendapat adalah 

sesuatu yang lebih disenangi)
46 

 

Dalam kehidupan bersama perselisihan merupakan hal yang sulit 

dihindari. Perselisihan ini kadang memberikan perspektif baru dalam 

memahami sesuatu yang diperselisihkan. Akan tetapi, mendahulukan 

kesepakatan lebih disenangi dari pada selalu membenturkan perbedaan 

sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih besar. 

وي لُّ كي   ؾى رى تػ  يػي  لى  وي لُّ كي   ؾى رى د  يي  ا لى مى  .11  (apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, 

jangan ditinggalkan seluruhnya) 
 

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik 

sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak 

berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat 

dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan 

kemampuan yang ada. 

انى يػ  لى ا عى مى  م  هي يػ  لى عى  ا كى نى ا لى مى  م  لىي  .12  (bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada 

pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban 

terhadap kita)
47 

 

                                                 
46

 Jala>l al-Din al-Shuyu>t}i>, al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir fi Qawa>id wa Furu’ Fiqh al-Sya>fi’i> (Beirut: Da>r al-

Kutub al-Isla>miyah, 1979), 151. 
47

 Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una>…, 196. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 

 

 

 

Kaidah diatas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di 

antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wat}aniyah, 

meskipun mereka berbeda suku, bangsa dan bahasa. Mayoritas Ulama 

menggunakan kaidah ini dalam konteks hubungan antar negara muslim dan 

z}immi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan 

negara. 

 

D. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Pandangan Fiqh Siya>sah 

1. Konsep Pengawasan dalam Fiqh siya>sah 

Banyak istilah dalam fikih siya>sah yang menunjukkan fungsi dan 

tugas seperti halnya Panwaslu di Indonesia. Abd al-Qa>dir Awdah 

menyebutkan al-mura>qabah wa al-taqwi>m. Sedangkan al-Mawardi 

menyebutkan wila>yah al-hisbah. Keduanya memiliki fungsi yang sama 

sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem kenegaraan. 

Al-Mura>qabah wa al-taqwi>m menurut Awdah merupakan tanggung 

jawab seluruh masyarkat untuk melakukan pengawasan terhadap 

pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang 

diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Awdah didasari atas dua hal, 

yakni, pertama, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan 

merupakan bagian dari al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al-munkar yang telah 

diwajibkan oleh Allah. Kedua, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada 
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dasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas 

dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan hal tersebut.
48

 

Sedangkan al-Mawardi menjelaskan fungsi pengawasan lebih 

menyelur dengan menggunakan istilah wila>yah al-hisbah. Wila>yah al-hisbah 

berasal dari kata al-Wila>yah yang mempunyai arti kekuasaan atau 

kewenangan. Sedangkan al-Hisbah memiliki banyak arti yang berbeda yang 

disesuaikan dengan kontek penggunaannya. Al-hisbah berarti imbalan, 

pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan, 

pengawasan dan penghitungan.
49

 Al-Hisbah merupakan suatu tugas 

keagamaan, dengan misi untuk melakukan al-amr bi al-ma’ru>f wa nahy ‘an 

al-munkar (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan 

mencegah  melakukan perbuatan buruk). Tugas ini merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
50

  

Oleh sebab itu penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang 

yang di pandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta memiliki 

tanggung jawab yang tinggi. Orang yang di angkat menjadi petugas al-

Hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala 

                                                 
48

 Ibid., 180. 
49

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2008), 1939. 
50

 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum 
Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 61. 
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cara.
51

 Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan 

menambahkan dalam definisi Wila’yah al-Hisbah yang kewenangannya tidak 

termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan biasa dan Wila’yah al-

Ma’zalim.
52

 

Dasar hukum yang melandasi tugas-tugas amr ma’ruf nahy munkar, 

baik yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti wila>yah 

al-hisbah, cukup banyak terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah. Antara lain 

firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 104: 

نً  فى عىػ و  هىػ يػىنػ  ريكؼً كى ع  ػال مى يىػأ ميريكفى بً لِى ال ىػير ً كى عيوفى إً ةه يىد  م  أيمَّ ن كي ن  مً ل تىكي كى
وفى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حي لً ف  مي  ال مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ىي ئػً ۚ   كىأيكلىَٰ رً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن كى  ال مي
 
Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.
53

 

 

Dan dalam surat Al-A’raf 157: 

كنىوي  دي م يَىً يَّ الَّذً يمى وؿى النَّبًَِّ الْ  عيوفى الرَّسي ينى يػىتَّبً رىاةً  الَّذً و  لتػَّ م  فً ا ىي ن دى تيوبنا عً ك  مى
يـ  رً كىيُيًلُّ لىيمي الطَّيىبىاتً كىيُيىرى ن كى م  عىنً ال مي اىي هى يػىنػ  ريكؼً كى ع  ال مى م  بً يلً يىأ ميريىي نْ ً كىالإ ً

م   انىت  عىلىي هً ؿى الَّتًِ كى ىغ لاى م  كىالْ  رىىي ص  م  إً هي نػ  عي عى يىضى ثى كى مي ال ىبىائً ينى فى  ۚ  عىلىي هً  الَّذً
نيوا وً  آمى عىزَّ  بً عىوي كى م أين زًؿى مى عيوا النُّورى الَّذً ػَّبػى ت ا ريكهي كى نىصى ئً ى  ۚ  ريكهي كى مي  أيكلىَٰ  ىي

وفى  حي لً ف   ال مي
Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di isi 

                                                 
51

 Ibid., 61. 
52

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 1939. 
53

 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal, 63. 
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mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang 

mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala 

yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang 

dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 

orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung.
54

 

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim mempunyai 

peran aktif dalam ber-amr ma’ruf nahy munkar. Namun menurut kesepakatan 

ulama’ fiqh, bentuk kewajiban amr ma’ru>f nahy munkar merupakan 

kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka ketika tugas amr 

ma’ruf nahy munkar hanya dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang 

maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. 

2. Sejarah Wila>yah al-Hisbah 

Negara telah diperintahkan agar melembagakan suatu ketetapan-

ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban amr ma’ruf nahy munkar. 

Hal ini dapat dilihat pada masa Rasulullah di samping beliau memperhatikan 

akhlak yang mulia, Rasulullah juga memperhatikan pelembagaan penegakan 

dan pelestarian dengan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan 

amar ma’ruf nahi munkar. Beliau sendiri, juga seringkali melakukan inspeksi 

pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecrangan atau tidak, 

                                                 
54

 Ibid., 170. 
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setiap kali beliau menemukan orang yang sedang melakukan kecurangan, 

beliau pasti langsung melarangnya.
55

 

Tugas yang beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi 

ataupun sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai al-

Muhtasib pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas 

pribadi beliau semakin bertambah, maka beliau menunjuk sahabat Sa’ad ibn 

al-‘Ash ibn Umayyah sebagai al-Muhtasib di Makkah dan Umar Bin Khattab 

di Madinah.
56

 

Tindakan Rasulullah SAW dalam mendelegasikan tugas al-Hisbah 

kepada para sahabat dianggap oleh ulama’ fiqh sebagai cikal bakal Wilayah 

al-Hisbah. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan 

Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa pelanggar kasus-kasus yang 

terkait dengan amar ma’ruf nahi munkar perlu ditangani secara serius. 

Penanganan kasus al-Hisbah di zaman Abu Bakar as-Siddiq tetap berjalan 

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, meskipun kadang-kadang 

didelegasikan kepada Umar bin Khattab.
57

 

Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian 

wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk wila>yah al-hisbah, 

Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang al-Muhtasib, antara lain Sa’ad 

                                                 
55

 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 21. 
56

 Ibid., 21. 
57

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 1940. 
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bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Ummi al-Syifa’ (wanita) yang disebut 

terakhir sebagai al-Muhtasibah untuk mengawasi para pedagang di pasar 

Madinah.
58

 

Secara umum lembaga wila>yah al-hisbah berlanjut hingga pada masa 

dinasti Umayyah (661-750). Wila>yah al-hisbah pada periode ini sudah 

menjadi suatu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang kewenangannya 

mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai 

dengan syari’at Islam. Setelah Dawlah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh 

Dawlah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M-1225 M (132 H–656 H), 

keberadaan lembaga ini pada masa periode Abbasiyah sudah melembaga 

seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di 

bawah lembaga peradilan.
59

 

Demikian juga wila>yah al-hisbah menjadi departemen penting 

selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, 

meskipun departemen wila>yah al-hisbah yang resmi tidak ada, namun selama 

masa kesultanan, al-Muhtasib dan qa>d}i sama-sama ditunjuk setiap kali ada 

wilayah baru yang dikuasai oleh Negara. Lembaga wila>yah al-hisbah masih 

tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meskipun terdapat perbedaan 

nama di berbagai tempat. Misalnya, provinsi-provinsi timur dan barat 

                                                 
58

 Ibid., 1940. 
59

 Iin Solikhin, ‚Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam‛ Jurnal IBDA, Vol. III, 

No. 1 (2005), 12. 
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Baghdad, petugas pelaksanannya disebut al-Muhtasib, di Afrika Utara 

disebut Shahib al-Suq, di Turki disebut Muhtasib Aghasi dan di India disebut 

Kotwal.60
 Sedangkan di Indonesia tugas pengawasan ini memiliki istilah 

yang berbeda dalam masing-masing depatemen, misalnya dalam perangkat 

pemilhan umum diistilahkan dengan badan pengawas pemilu (bawaslu). 

3. Tugas Wilayah Al-Hisbah 

Secara garis besar tugas dari lembaga al-hisbah yaitu memberi 

bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa 

bantuan dari petugas lembaga al-hisbah. Sedangkan tugas dari al-Muhtasib 

adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab 

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang Muhtasib 

ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera 

diselesaikan.
61

 

Dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, Imam Mawardi menjelaskan lebih 

luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan 

melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi 

tiga bagian:
62

 

a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait 

dengan hak-hak Allah. 

                                                 
60

 Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam…, 12. 
61

 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 

1997), 96. 
62

 al-Mawardi, al-Ahkam Al-Sultaniyyah…, 235-249. 
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b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait 

dengan hak-hak manusia. 

c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait 

dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
63

 

Wila>yah al-hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan 

masyarakat. Hal ini berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umum. Di 

antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di 

luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa 

Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta lantaran sewaannya 

membebani unta, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun 

rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa 

menghalangi jalanan lalu lintas dan berakibat jalan menjadi sempit.
64

 

Jadi, wila>yah al-hisbah mempunyai tugas agar menjaga amr ma’ruf 

nahy munkar, tidak ada perkara syari’at yang luput dari pehatiannya. 

Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga yang setiap hari menumbuhkan 

kesadaran syari’at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. 

4. Wewenang Wila>yah al-Hisbah 

Di samping wila>yah al-hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, 

dan dan membina, wila>yah al-hisbah juga mempunyai wewenang 

menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari’at. 

                                                 
63

 Ibid., 235-249. 
64

 ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum…, 99. 
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Ulama’ fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai 

hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan 

jumlahnya oleh syara’, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum 

(al-Muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. 

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib.
65

 

Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, 

kecaman, pelurusan dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan 

pengusiran dari kota. Al-Muhtasib diharuskan agar memilih sanksi terberat 

hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif ataupun tampaknya tidak 

berpengaruh terhadap orang yang dihukum.
66

 

Namun seorang al-muhtasib tidak hanya menyelesaikan suatu 

sengketa atau pengaduan, bahkan juga diperbolehkan untuk memberikan 

suatu keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun 

belum diadukan. Akan tetapi al-muhtasib tidak mempunyai hak untuk 

mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak 

menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena hal yang demikian 

merupakan tugas dari hakim peradilan.
67

 Oleh karena itu, para al-muhtasib 

bebas memilih hukuman bagi pelanggar al-Hisbah, mulai dari hukuman yang 

lebih ringan sampai hukuman yang terberat. Menurut ulama’ fiqh, al-

                                                 
65

 Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam…, 14. 
66

 Ibid., 14. 
67

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1941. 
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muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar 

bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
68

 

Fungsi pengawasan yang di miliki oleh Panwaslu hampir sama 

dengan lembaga al-hisbah. Sama-sama bertugas menjaga agar terciptanya 

amar ma’ruf nahi munkar dalam Sistem Tata Negara Islam, akan tetapi 

wilayah kewenangan yang dimiliki Panwaslu dalam menegakkan hukum 

hanya sebatas pada persoalan pelanggaran dalam penyelenggaran atau 

pelaksanaan Pemilihan Umum. 
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BAB III 

PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 

 

A. Keberadaan Pengawas Pemilu di Indonesia 

Dalam perjalan sejarah pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 1955, 

lembaga pengawasan baru muncul pada periode 1982.
69

 Pada pemilu pertama tahun 

1955, belum dikenal satu lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan 

dalam pemilu. Banyak sebab yang dimungkin menjadi alasan tidak adanya lembaga 

pengawasan dalam pemilu tersebut. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat 

dan seluruh peserta pemilu terhadap penyelenggaraan tersebut untuk memilih 

konstituante. Selain itu, faktor keamanan dalam negeri yang masih belum stabil, 

juga menjadi alasan lain. Karena pada masa itu, pemberontakan yang dilancarkan 

oleh DII/TII mengancam beberapa daerah, sehingga anggota TNI/POLRI masih 

diikutkan dalam proses pemilihan. 

Kelembagaan pengawas pemilu baru dikenal pada Pemilu 1982. Dikutip 

dari buku Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia yang disusun oleh KPU, pada 

Pemilu 1982 pengawasan dilakukan suatu lembaga resmi yang dibentuk 

berdasarkan UU Nomer 2 Tahun 1980. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia 

Pengawas Pelaksaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pengawas Pelaksanaan 

                                                 
69

 Bawaslu RI, Profil Bawaslu RI, dalam http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-

pemilu, diakses pada tanggal 23 April 2019. 

http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
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Pemilu Tingkat I (Panwaslak I), Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II (Panwaslak 

II), dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwaslakcam).
70

 

Pengawasan pemilu pertama setelah masa orde baru, terjadi pada pemilu 

1999. Akan tetapi Ramlan Surbakti menilai pemilu 1999 banyak mengandung 

kelemahan.
71

 Pada masa tersebut, Panwas hanya sekedar menyampaikan peringatan 

tertulis, rekomendasi dan meneruskan temuan kepada instansi penegak hukum dan 

bertidak sebagai mediator kalau diminta. Meskipun PP No. 33 Tahun 1999 

memberi Panwas kewenangan sebagai arbitrator yang putusannya bersifat 

mengikat dan final tetapi dalam praktik justru tidak diakui oleh KPU. 

Menyadari kelemahan yang sangat fundamental tersebut, maka melalui 

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dilakukan revisi atau 

penyempurnaan. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawasan 

Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut 

UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc 

terlepas dari struktur KPU yang teridiri dari panitia pengawas pemilu, panitia 

pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia 

pengawas pemilu kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu 

dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara 

                                                 
70

 Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi; Di Balik Tata Kelola BAWASLU dan 
DKPP (Jakarta: Erlangga, 2016), 19. 
71

 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk 
Pembangunan Tata Politik Demokratis (Jakarta: Kemitraan Pembaharuaan Tata Pemerintakan di 

Indonesia, 2008), 266. 
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Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu).
72

 

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai 

dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan panitia pengawas pemilu provinsi, 

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 

dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan 

ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagaian kewenangan dalam 

pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenagan dari KPU. Namun 

selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judical review 

yang dilakukan oleh bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, 

rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. 

Kewenangan utama dari pengawasan pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima 

pengaduan, serta mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, meneruma pengaduan, 

serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, 

serta kode etik.
73

 

Lembaga pengawasan di Indonesia merupakan satu-satunya lembaga 

negara di dunia yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu. Pada umumnya 

kerja pengawasan Pemilu di negara lain dilakukan oleh peserta Pemilu, masyarakat 

dan komisi Pemilu. Jadi, tidak ada yang namanya lembaga pengawas Pemilu. Pada 

                                                 
72

 Ibid. 
73

 Ibid., 167. 
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sejumlah negara tertentu memang terdapat lembaga atau unit khusus yang diberi 

wewenang untuk melakukan pengawasan Pemilu, namun fungsi pengawasan ini 

terbatas pada isu-isu khusus. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sebuah 

komisi yang dinamakan Federal Election Commission (FEC), yang berwenang 

dalam melakukan pengawasan dana kampanye.
74

 

Pengawasan Pemilu merupakan suatu kegiatan mengamati, mengkaji, 

memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Proses pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas TPS.
75

 

Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
76

 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu 

Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi. Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas 

Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas 

                                                 
74

 Ibid, Hal 13 
75

 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
76

 Ibid,. 
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untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan 

adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
77

 

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnyan disingkat PPL adalah 

petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan 

Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
78

 Bawaslu atau Panwaslu merupakan 

suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) 

tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. 

Mengingat pemilu mempunyai arti yang sangat penting maka perlu 

diadakan pengawasan agar dapat berjalan secara demokratis dan sesuai dengan 

Asas Pemilu yakni LUBER dan JURDIL. Maka tahap pengawasan ini tidak hanya 

dimaknai sebagai mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan 

kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran yang tidak sesui dengan 

aturan. Lebih dari itu, pengawasan harus di fungsikan sebagai salah satu faktor 

penting untuk meningkatkan kualitas pemilu yang luber dan jurdil bisa dilakukan 

secara konsisten dan terus-menerus. 
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 Ibid. 
78

 Ibid. 
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B. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sampang 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Sampang 

Sejarah kuno Sampang hanya dikenal dari beberapa prasasti dengan 

Sangkala Chandra. Dalam tradisi Jawa, adalah suatu representasi visual yang 

berbunyi hukum empat kata yang masing-masing menghasilkan angka. Ini 

memberikan makna tanggal secara penanggalan Saka. Berangkat dari temuan 

prasasti dan situs itulah, akhirnya Pemkab Sampang menggelar Seminar 

Penentuan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Yang diundang sebagai pembicara 

antara lain, peneliti sejarah dari Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi Universitas 

Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Kesimpulan seminar, situs Sumur Daksan, 

Buju’ Nandi, Bangsacara, dan Pangeran Santo Merto dinyatakan tidak bisa 

dijadikan sebagai referensi. Alasannya, tidak ada bukti atau referensi 

kepustakaan otentik yang mendukung.
79

 

Khusus prasasti Pangeran Santo Merto, sebenarnya disertai bukti tulisan 

ahli sejarah asal Belanda, H. J. De Graff. Tapi, tulisan tersebut dinyatakan tidak 

representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Setelah 

melalui adu argumentasi dan pengkajian ilmiah secara mendalam, akhirnya situs 

Makam Rato Ebuh yang ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan Hari Jadi 

Kabupaten Sampang.  

                                                 
79

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sampang, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, Jam 14:27. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sampang
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Kabupaten Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara 

bagian timur dari pulau Jawa tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Sampang. Secara administrasi Kabupaten 

Sampang terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis 

terletak di antara 113o 08’ - 113o 39’ Bujur Timur dan 6o 05’ - 7o 13’ Lintang 

Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan 

melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut 

kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Secara 

keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 

Km2. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. 

Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan 

Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan 

luas hanya 42,7 Km2 (3,46 %). 

Kabupaten Sampang mempunyai 1 buah pulau berpenghuni yang terletak 

di sebelah selatan Kecamatan Sampang. Nama pulau tersebut adalah Pulau 

Mandangin, luas Pulau Mandangin sebesar 1,650 km2. Akses transportasi ke 

Pulau Mandangin adalah dengan menggunakan transportasi air dalam hal ini 

adalah perahu motor yang berada di Pelabuhan Tanglok. Perjalanan dari 

Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin ini membutuhkan waktu ± 30 
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menit Masakan khas kota ini adalah kaldu. Selain itu makanan khasnya adalah 

nasi jagung.
80

 

2. Situasi Pemilihan Bupati Di Kabupaten Sampang Tahun 2018 

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur 

di laksanakan pada tanggal 27 Juni lalu. Pemilihan tersebut digelar di 1.450 

tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan yang 

tersebar di 14 kecamatan. Pesta demokrasi lima tahunan guna memilih calon 

pemimpin daerah ini, diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati 

Sampang. Ketiga pasangan calon itu adalah Hisan-Abdullah Mansyur 

(Hisbullah), Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad), dan Hermanto Subaidi-

Suparto.
81

 

Sama seperti halnya pemilihan kepala daerah pada umunya, pemilihan di 

Kabupaten Sampang di laksanakan dengan asas-asas Pemilu yaitu LUBER dan 

JURDIL serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan dari 

tahapan awal sampai akhir dilakukan dengan semaksimal mungkin. Meskipun 

masih ada beberapa hal aturan-aturan yang masih belum dijalankan oleh 

penyelenggara. 

Ketika berbicara tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Sampang, maka yang akan menjadi perbincangan adalah kecurangan-kecurangan 

                                                 
80

 Ibid,... 
81

 https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709173950-20-312772/demo-di-

panwaslu-sampang-ricuh-jalur-madura-sempat-lumpuh?, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, Jam 

15:07 

https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709173950-20-312772/demo-di-panwaslu-sampang-ricuh-jalur-madura-sempat-lumpuh
https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709173950-20-312772/demo-di-panwaslu-sampang-ricuh-jalur-madura-sempat-lumpuh
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yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara maupun masyarakat kelas 

atas yang mempunyai kepentingan dalam hal kebijakan lima tahun kedepan. Hal 

ini terbukti dengan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sampang. 

Setalah peneliti melakukan obeservasi dan bertemu dengan beberapa 

tokoh masyarakat, wartawan, tim pemenangan peserta Pemilukada serta 

Penyelenggara dan Pengawas Pemilu, ada beberapa hal yang mengakibatkan 

Pemilukada di Kabupaten Sampang di Ulang. Tipologi masyarakat Madura yang 

begitu komplek membuat campur tangan Tokoh Masyarakat, Stakeholder dan 

Tokoh Blater sangat mempengaruhi situasi pemilihan di Kabupaten Sampang. 

Selain itu banyaknya kecurangan dalam proses Pemilihan juga membuat 

MK memutus  agar Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang di ulang. 

Misalnya saja Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS, tetapi 

semuanya mencoblos. Partisipasi pemilih di salah satu kecamtan mencapai 

seratus persen (100%) padahal ada pemilih yang sudah meninggal serta 

merantau ke luar pulau.
82

 Pendistribusian C6 (Surat Undangan Pencoblosan) 

yang tidak menyeluruh, bahkan ada yang tidak mendapatkan C6 namun dapat 

mencoblos, hal itu terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Sampang. C6 yang 

seharusnya di berikan langsung kepada orang yang namanya tercantum dalam 

Surat undangan terssebut ada beberapa yang di titipkan kepada tetangga 

                                                 
82

 Salinan Putusan MK Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 
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rumahnya. Hal ini mengakibatkan kericuhan di TPS 5 Desa Tanggumong, 

dikarenakan nama yang tertera di C6 tidak sesuia dengan nama yang tercantum 

dalam KTP. 

Beberapa hal di atas mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat 

maupun Calon Bupati itu sendiri. Salah satu contoh adalah demo yang 

dilakukan oleh salah satu relawan dari Calon Bupati yang merasa tidak puas atas 

proses penyelenggaraan dan pengawasan di Kabupaten Sampang. Hal itu 

disampaikan di depan kantor Panwaslu dan KPUD Kabupaten Sampang, 

meskipun awalnya situasi tersebut berjalan kondusif namun pada akhirnya 

terjadi gesekan anatara demonstran dengan pihak keamanan yang 

mengakibatkan situasi berubah menjadi tidak kondusif dan memanas. 

3. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sampang 

Panita Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang beralamat di Jl. Rajawali 

No. 37 Sampang yang sebelumnya pada waktu pelaksanaa Pemilukada 

beralamat di Jl. Karang Dalam, Desa Takobuh Sampang. Panitia Pengawas 

sendiri merupakan kepanjangan dari Bawaslu provinsi yang dibentuk pada awal  

bulan September Tahun 2017 sampai Tanggal 14 Agustus 2018, sebelum pada 

akhirnya pada tanggal 15 Agustus berubah menjadi Bawaslu Kabupaten yang 

sifatnya pun berubah dari lembaga Ad Hoc menjadi lembaga Independen. 
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4. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 

Tahun 2016 

Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang. Adapun 

tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten di atur dalam 

Undang-undang. 

Terkait tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota dijelaskan dalam 

pasal 30 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:  

1) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 

2) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan; 

4) Proses dan penetapan calon; 

5) Pelaksanaan Kampanye; 

6) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 

7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan; 

8) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 

9) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 
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10) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 

12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 

13) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa 

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang; 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota; 
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g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang 

sedang berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.
83

 

 Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 pasal 32 tentang 

Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dijelaskan 

terkait kewajiban dari Panwaslu yang berbunyi: 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Panwas pada tingkatan di bawahnya; 

                                                 
83

 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
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c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan mengenai Pemilihan; 

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan 

tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilihan; dan 

f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.
84

 

5. Panwaslu Beserta Tim Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2018 

Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil diperlukan perlindungan 

bagi setiap orang yang mempunyai hak untuk memilih, para paslon yang 

mengikuti kontestasi Pemilu, ataupun masyarakat pada umumnya. Perlindungan 

tersebut di berikan agar tidak terjadi intimidasi, penyuapan, penipuan dan 

praktek-praktek curang lainya yang nantinya akan mempengaruhi kemurnian 

proses hasil Pemilu. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 

                                                 
84

 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 
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tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Sampang merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi masyarakat Sampang, karna hal itu menyangkut masa depan 

Kabupaten Sampang dalam 5 tahun kedepan. 

Meskipun ada beberapa masyarakat yang menyayangkan proses 

Pemilukada kemarin karna adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sampang. 

Peneliti melakukan beberapa observasi dan kajian ke kantor Panwaslu 

maupun ke semua tim peserta Pemilukada untuk mengetahui sejauh mana proses 

berjalannya Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Sampang. Observasi yang di 

lakukan oleh peneliti tentu saja tidak jauh dengan latar belakang masalah yang 

sudah dijelsakan dalam Bab I. Penelitian pertama kali dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 06 Maret dan dilanjutkan tanggal 15-17 Mei 2019. 

Pada penelitian pertama peneliti bertemu langsung dengan komisioner 

Panwaslu yaitu Ibu Insiyatun selaku Kordiv SDM dan Organisasi pada 

Pemilkuda kemarin. Penelitian Kedua peneliti mewawancarai Bapak Moh. 

Syafiuddin selaku staff Hukum dan Penindakan Pelanggaran HPP. Selanjtunya 

penelitian ke Tiga peneliti mewawancarai HM. Dawam Hariri, Rolis Sanjaya 

dan Muchlis selaku tim Pemenangan Paslon Mantap 02. Penelitian Keempat dan 

Kelima dilakukan dengan cara menemui Bapak Aziz selaku tim Pemenangan 

Paslon Jihad 01 dan Muhammad Saifuddin selaku tim Pemenangan Paslon 

Hisbullah 03. Tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada semua 
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responden mengacu pada Kuesioner yang sudah di setujui oleh Dosen 

Pembimbing. 

Dalam tahap wawancara pertama, Insiyatun menjelaskan bahawasannya 

Panwaslu Kabupaten Sampang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya 

sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.
85

 Misalnya beberapa 

tugas yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 terkait pengawasan 

terhadap rekrutmen PPK, PPS dan KPPS telah dilakukan secara maksimal.
86

 

Demikian pula tugas dalam kaitannya menerima laporan dugaan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh peserta pemilu.
87

 

Insiyatun juga menyebutkan bahwa setiap ada laporan yang didalamnya 

terdapat indikasi kecurangan, pihak Panwaslu akan menindaklanjuti dengan 

menemukan syarat-syarat, baik formil maupun materil yang terkait dengan 

laporan tersebut apakah masuk dalam kategori pelanggaran. Pada saat proses 

meneliti suatu laporan, kemudian dianggap kurang bukti-bukti, maka pihak 

panwaslu akan meminta kekurangan tersebut kepada pelapor untuk segera 

dipenuhi.
88

 

Hal demikian juga di sampaikan oleh Syafiudin selaku staff Panwaslu 

Kabupaten Sampang yang berpendapat bahwa mereka telah menaati aturan-

aturan terkait dengan penerimaan laporan hingga pada penyelesaian temuan 
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 Insiyatun, Wawancara, Sampang, 15 April 2019. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
88

 Insiyatun, Wawancara. 
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laporan dan telah ditindaklajuti sebagaimana mestinya.
89

 Menurut Syaifuddin, 

setiap laporan yang masuk ke Panwaslu, mereka catat dengan menggunakan 

form khusus yang diisi oleh pihak pelapor. Begitupun terkait seeluruh 

mekanisme pelaporan dan pengaduan yang datang dari pihak manapun, ditindak 

lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah pelaporan diterima, 

kemudian akan dilakukan validasi apakah laporan tersebut memenuhi syarat 

formil ataupun materiilya. Jika laporan tersebut memenuhi syarat, maka akan 

dilanjutkan pada proses berikutnya. Beliau juga menyampaikan bahwasannya 

laporan yang di sampaikan oleh tim peserta pemilu terhadap dugaan 

pelanggaran tidak boleh melebihi batas waktu yang telah diatur dalam undang-

undang.
90

 

Begitu juga dalam kaitannya terhadap pencegahan potensi kecurangan 

dalam Pilkada Kabupaten Sampang 2018, pihak Panwaslu sudah melakukan 

langkah-langkah preventif dengan menggalakkan sosialisasi dan pendekatan 

persuasif. Sosialisasi dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan 

menggunakan media poster dan baliho. Disamping itu, menurut Insiyatun, 

sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholder yang 

dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.
91
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 Moh. Syafiuddin, Wawancara, Sampang, 16 Juni 2018. 
90

 Syaifuddin, Wawancara. 
91

 Insiyatun, Wawancara. 
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Bagi Inisiyatun, tipologi masyarakat Madura yang begitu komplek, 

menjadikan petugas Panwas melakukan banyak cara untuk mencegah sedini 

mungkin potensi kecurangan dalam Pilkada. Ia menganggap bahwa selain 

stakeholder dan Ulama’, masyarakat Madura dipengaruhi oleh tokoh-tokoh 

Blater. Untuk menekan potensi kecurangan tersebut, pihak Panwaslu Kabupaten 

Sampang juga melakukan pendekatan secara intensif terhadap tokoh-tokoh 

tersebut. Usaha ini, menurut Inisiyatun, merupakan indikator bahwa Panwalu 

Kabupaten Sampang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

perundang-undangan.
92

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panwas dibantu oleh petugas 

pengawas yang tersusun secara hirarkis dari tingkat kecamatan hingga TPS. 

Dalam proses perekrutan petugas tersebut, Inisiyatun mengakui bahwa seluruh 

proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Ia 

mengatakan bahwa, Undang-undang mensyaratkan petugas pengawas TPS 

berusia manimal 25 Tahun dan berpendidikan minimal sekolah menengah atas. 

Syarat tersebut telah dipenuhi dalam mekanisme perekrutan.
93

 

Namun hal yang berbeda di sampaikan oleh Syafiuddin, ia mengakui 

bahwa terdapat pengecualian dalam perekrutan pengawas TPS pada Pilkada 

Kabupaten Sampang 2018. Menurutnya, pengecualian tersebut dilakukan karena 

tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sampang sangat banyak, dan 

                                                 
92

 Ibid. 
93

 Ibid. 
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SDM yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang 

terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Panwaslu Kabupaten 

Sampang mentoleransi batas umur serta minimal pendidikan tersebut.
94

 

Sedangkan mengenai netralitas Panwaslu Kabupaten Sampang, Insiyatun 

menjelaskan bahwa seluruh anggota Panwas bersikap netral terhadap peserta 

pemilu. Serta dalam melakasanakan seluruh tugas dan wewenang, anggota 

Panwaslu Kabupaten Sampang tidak pernah berada dalam tekanan pihak 

manupun. Menurut Insiyatun, anggota Panwaslu Kabupaten Sampang tidak 

pernah berhubungan langsung dengan pihak-pihak peserta pemilu. Mereka juga 

melaksanakan fungsi pengawasan, mulai dari pelaksanaan tahap-tahapan 

pemilu, sampai proses kampanye sesuai dengan aturan perundang-undangan 

yang berlaku dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
95

 

Berbeda dengan salah satu tim sukses dari pasangan 02 Rolis Sanjaya 

yang mengungkapkan bahwa laporan terkait kejanggalan Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) telah dilakukan kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, akan 

tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi.
96

 Tidak hanya tentang DPT, Rolis juga 

mengungkapkan bahwa banyak laporan yang dilayangkan kepada Panwas terkait 

dugaan pelanggaran yang tidak direspon dengan cepat.
97

 Di tempat yang 

berbeda HM. Dawam Hariri membenarkan apa yang di sampaikan oleh Rolis 
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 Syafiuddin, Wawancara. 
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 Insiyatun, Wawancara. 
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 Rolis Sanjaya, Wawancara, Sampang, 6 Maret 2019. 
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Sanjaya, beliau berpendapat bahwa kurang tanggapnya pihak Panwaslu dalam 

penanganan laporan dugaan yang di sampaikan oleh tim dari 02.
98

 

Rolis juga menyoroti tentang rekrutmen yang di lakukan oleh Panwas 

maupun KPUD. Lanjut Rolis, beliau melihat orang-orang yang di rekrut oleh 

Panwas ataupun KPUD tidak mempunyai kompeten dan profesionalitas yang 

cukup dalam proses pengawasan maupun penyelenggaraan. Beliau juga 

mengungkapkan bahwa antara lembaga pengawas maupun penyelenggara tidak 

satu komando ataupun tidak sejalan dalam proses Pemilukada 2018. Rolis juga 

mengungkapkan bahwa Panwas maupun Penyelenggara tidak netral maupu tidak 

profesional dalam mensukseskan proses Pemilukada 2018.
99

 

Dawam hariri pun menanggapi hal yang sama terkait independennya 

pengawas dan penyelenggara dalam proses Pemilukada. Beliau menganggap 

Panwas kurang begitu netral dalam proses mengawasi mulai tahapan pemilu 

sampai proses penanganan laporan dugaan pelanggaran. Menurutnya Panwas 

juga kurang konsisten dalam tahap penanganan pelanggaran. Dengan 

dikeluarkannya dua surat pada hari yang sama di anggap oleh Dawam sebagai ke 

tidak konsistennya Panwas dalam hal penanganan dugaan pelanggaran yang 

disampaikan oleh tim peserta Pemilukada. Selain hal itu, yang menjadi sorotan 

Dawam Hariri mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak tidak sesuai 

dengan data yang asli. Menurutnya banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
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 Dawam Hariri, Wawancara, Sampang, 7 Maret 2018. 
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 Rolis Sanjaya, Wawancara 
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yang sebenarnya orangnya sudah meninggal dunia maupun pindah ke luar kota 

namun masih bisa mencoblos dengan diwakili keluarganya.
100

 

Hampir sama dengan apa yang di sampaikan Dawam hariri dan Rolis 

Sanjaya di atas, Mukhlis mengakui bahwa pihaknya dan beberapa pihak dari 

pasangan calon lain menyatakan keberatan dalam sidang penetapan DPT yang 

dilakukan KPUD dan dihadiri oleh Panwaslu. Keberatan yang diajukan berujung 

pada walk out saat persidangan. Namun pihak KPUD dan Panwaslu tetap 

mengambil keputusan untuk menetapkan DPT yang dianggap bermasalah dan 

tidak logis. Hal ini juga merupakan penyebab Mahkamah Konstitusi 

memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
101

 

Hal yang juga disampaikan oleh salah satu tim dari peserta pemilu nomor 

urut 1, Jihad. Ia mengatakan bahwa, Panwaslu telah melakukan pencocokan dan 

penelitian terhadap DPT, akan tetapi KPUD tidak merubah temuan tersebut.
102

 

Beliau juga menyoroti kinerja dari Panwaslu yang kurang begitu maksimal 

dalam proses penangan laporan dugaan pelanggaran, menurut Aziz dalam hal 

menerima laporan Panwas tanggap dalam menerima laporan dugaan pelanggaran 

yang di sampaikan oleh tim dari semua paslon, namun dalam tahap memproses 

laporan tersebut Panwas terbilang lamban. Tidak hanya itu, netralitas Pengawas 

maupun Penyelenggara menjadi sorotan dari tim Jihad. Menurutnya Panwas dan 
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Penyelenggara harus lebih bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan 

proses Pemilukada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
103

 

Panwaslu dianggap tidak melaksanakan tugas dan wewenang dalam 

menerima dan menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan. 

Meskipun dalam beberapa hal Panwaslu melakukan tugas dan wewenang 

tersebut. Hal tersebut berdasarkan kesaksian tim pemenangan pasangan calon 

nomor urut 3, Hisbullah. Ia menyampaikan bahwa Panwaslu telah melakukan 

tugas dan wewenang dengan baik dalam hal menerima dan merespon setiap 

laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
104

 

Namun Safiuddin juga menyoroti netralitas dan profesionalitas dari 

Panwas yang menurutnya kurang begitu maksimal. Hal itu disampaikan beliau 

karna mengingat Panwaslu masih tidak begitu aktif dalam proses sosialisasi 

kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Syaifuddin juga menyoroti kurang baiknya 

cara rekrutmen yang dilakukan oleh Panwaslu serta kurang aktifnya Panwas 

dalam proses pemahaman tugas-tugas kepada para Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara (PTPS) sehingga mereka bisa menjalakan tugasnya sesuai 

dengan prosedural. Panwaslu seharusnya lebih pro aktif dalam proses 

pengawasan, pencegahan dan sosialisasi dalam proses Pemilukada.
105
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 Muhammad Saifuddin, Wawancara, Sampang, 17 Mei 2019 
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BAB IV 

ANALISIS TUGAS DAN KEWENANGAN PANWASLU KAB. SAMPANG 

PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH 

 

A. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kab. Sampang menurut UU 

No. 10 Tahun 2016 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tanpa melibatkan peran 

Pengawas Pemilu sama saja dengan membiarkan terjadinya penyelundupan 

pelanggaran dan kesalaha dalam sistem demokrasi. Paling tidak, kita bisa melihat 

bagaimana mikanisme pemilihan umum dari tahun 1955 hingga sekarang. Konflik-

konflik yang muncul pasca pemilihan umum selalu berhubungan dengan kinerja 

pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas. 

Untuk memberikan peniliaian atas pelaksanaan tugas dan wewenang, 

paling tidak terlebih dahulu, harus diberikan satu ukuran sebagai seperangkat atas 

pelaksanaan kinerja panawas. Disamping UU No. 10 Tahun 2016, penulis 

memberikan ukuran lain dari segi non-elektorasi. Hal ini digunakan dalam penelitian 

ini karena aturan yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2016 adalah tugas pokok 

dan fungsi pengawas pemilu dari segi elektorasi. 

Sekurang-kurangnya kualitas penyelenggaraan pemilu dapat diukur dari 

sejumlah indikoator dibawah ini, sehingga dapat dinilai apakah pelaksanaan Pilkada 

2018 Kab. Sampang. Indikator tersebut dipetik dari tujuan pemilu itu sendiri. 
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Pertama, tujuan dari Pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan yang 

demokratis, kuat dan memiliki dukungan yang sebesar-besarnya dari rakyat 

(legitimate). Kedua, kualitas suatu pemilu diukur dari derajat kompetensi yang 

sehat, partispatif, keterwakilan yang tinggi antara pemilih dengan yang dipilih dan 

dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Ketiga, pemilu dapat diukur secara 

berkualitas bila jadwal dan tahapan pemilu dilaksanakan secara tepat waktu 

sebagaimana yang telah direncanakan. Keempat, apabila pemilu dilaksanakan sesuai 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan Adil, serta dengan dipatuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
106

 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas atas suluruh tahapan 

pemilihan umum dalam Pilkada di Kab. Sampang 2018, Panwaslu Kab. Sampang 

mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai 

dengan aturan perundang-undangan.
107

 Beberapa tugas yang diatur dalam undang-

undang misalnya, pengawasan terhadap rekrutmen PPK, PPS dan KPPS telah 

dilakukan.
108

 Demikian pula tugas dalam kaitannya menerima laporan dugaan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh peserta 

pemilu.
109

 

Panwaslu Kab. Sampang juga mengklaim bahwa mereka telah menaati 

aturan-aturan terkait dengan penerimaan laporan hingga pada penyelesaian temuan 
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dan laporan telah ditindaklajuti sebagaimana mestinya.
110

 Insiyatun juga mengakui 

bahwa setiap ada laporan yang didalamnya terdapat indikasi kecurangan, pihak 

Panwaslu akan menindaklanjuti dengan menemukan syarat-syarat, baik formil 

maupun materiil, laporan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran. Pada saat 

proses meneliti suatu laporan, kemudian dianggap kurang bukti-bukti, maka pihak 

panwaslu akan meminta kekurangan tersebut kepada pelapor untuk segera 

dipenuhi.
111

 

Begitu juga menurut Syaifuddin, setiap laporan yang masuk ke Panwaslu 

Kab. Sampang, Panwaslu mencatatnya dengan form khusus yang diisi oleh pihak 

pelapor. Seluruh mekanisme pelaporan dan pengaduan yang datang dari pihak 

manapun, ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah pelaporan 

diterima, kemudian akan dilakukan validasi apakah laporan tersebut memenuhi 

syarat formil ataupun materiilya. Jika laporan tersebut memenuhi, maka akan 

dilanjutkan pada proses berikutnya. Laporan harus dilakukan sebelum masa laporan 

habis seperti yang telah diatur dalam undang-undang.
112

 

Begitu juga dalam kaitannya terhadap pencegahan potensi kecurangan 

dalam Pilkada Kab. Sampang 2018, pihak Panwaslu sudah melakukan langkah-

langkah preventif dengan menggalakkan sosialisasi dan pendekatan persuasif. 

Sosialisasi dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan menggunakan media 
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poster dan baliho. Disamping itu, menurut Insiyatun, sosialisasi juga dilakukan 

dengan melibatkan beberapa stakeholder yang dianggap memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam masyarakat. Bagi Inisiyatun, tipologi masyarakat Madura yang 

begitu komplek, menjadikan petugas Panwas melakukan banyak cara untuk 

mencegah sedini mungkin potensi kecurangan dalam Pilkada. Ia menganggap bahwa 

selain stakeholder dan Ulama’, masyarakat Madura dipengaruhi oleh tokoh-tokoh 

Blater. Untuk menekan potensi kecurangan tersebut, pihak Panwaslu Kab. Sampang 

juga melakukan pendekatan secara intensif terhadap tokoh-tokoh tersebut. Usaha 

ini, menurut Inisiyatun, merupakan indikator bahwa Panwalu Kab. Sampang telah 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan.
113

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panwas dibantu oleh petugas 

pengawas yang tersusun secara hirarkis dari tingkat kecamatan hingga TPS. Dalam 

proses perekrutan petugas tersebut, Inisiyatun mengakui bahwa seluruh proses 

rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Ia mengatakan bahwa, 

undang-undang mensyaratkan petugas pengawas TPS berusia manimal 25 Tahun dan 

berpendidikan minimal sekolah menengah atas. Syarat tersebut telah dipenuhi dalam 

mekanisme perekrutan.
114

 Akan tetapi hal lain dijelaskan oleh Syafiuddin, ia 

mengakui bahwa terdapat pengecualian dalam perekrutan pengawas TPS pada 

Pilkada Kab. Sampang 2018. Menurutnya pengecualian tersebut dilakukan karena 

tempat pemungutan suara (TPS) di Kab. Sampang sangat banyak, dan SDM yang 
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mememnuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang terbatas, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Panwaslu Kab. Sampang mentoleransi batas 

umur dan minimal pendidikan.
115

 

Mengenai netralitas Panwaslu Kab. Sampang, seluruh anggota Panwaslu 

bersikap netral terhadap pesarta pemilu. Dalam melakasanakan seluruh tugas dan 

wewenang, anggota Panwaslu Kab. Sampang tidak pernah berada dalam tekanan 

pihak manupun. Menurut Insiyatun, anggota Panwaslu Kab. Sampang tidak pernah 

berhubungan langsung dengan pihak-pihak peserta pemilu. Mereka juga 

melaksanakan fungsi pengawasan, mulai dari pelaksanaan tahap-tahapan pemilu, 

kampanye dengan melaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh 

sebab itu, dengan kinerja yang memngikuti undang-undang pemilu, anggota 

Panwaslu tidak pernah memperoleh ancaman bahkan tidak pernah diintimidasi oleh 

pihak manapun.
116

 

Akan tetapi ketika dilihat dalam aturan perundang-undangan yang pada 

saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kab. Sampang 2018 yang mengacu pada UU 

No. 10 Tahun 2016, terdapat beberapa tugas dan wewenang Panwaslu Kab/Kota 

yang tidak dipenuhi. Salah satu tugas dan wewenang yang diatur dalam UU tersebut 

adalah mengawasi pendaftaran pemilih. Fungsi ini kemudian tidak dilakukan oleh 

Panwaslu Kab. Sampang. Implikasi yang dimunculkan adalah kerancuan pemilih 

pada beberapa TPS. Salah satu tim sukses pasangan mengungkapkan bahwa laporan 
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terkait kejanggalan daftar pemilih tetap telah dilakukan kepada penyelenggara 

pemilu dan pengawas pemilu, akan tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi.
117

 

Keraguan tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. 

Sampang, bahkan telah mengajukan keberatan atas daftar pemilih tetap sebelum 

adanya keputusan penetapan DPT sebelum dilaksanakannya Pilkada. Mukhlis 

mengakui bahwa pihaknya dan beberapa pihak dari pasangan calon lain menyatakan 

keberatan dalam sidang penetapan DPT yang dilakukan KPU dan dihadiri oleh 

Panwaslu. Keberatan yang diajukan berujung pada walk out saat persidangan. 

Namun pihak KPU dan Panwaslu tetap mengambil keputusan untuk menetapkan 

DPT yang dianggap bermasalah dan tidak logis. Hal ini juga merupakan penyebab 

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 

(PSU).
118

 

Menanggapi hal tersebut, Panwaslu Kab. Sampang mengklaim bahwa 

proses pengawasan yang dilakukan atas daftar pemilih telah dilakukan sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku. Panwaslu Kab. Sampang telah mengirimkan surat 

keberatan atas penetapan DPT yang dilakukan KPU dalam sidang pleno penetapan. 

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan panitia pengawas kecamatan 

terhadap pemutakhiran data pemilih ditemukan data pemilih ganda identik, baik 

dalam satu TPS maupun di TPS lain. Sedangkan terkait PSU, Insiyatun menganggap 

bahwa PSU diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bukan diakibatkan adanya 
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pelanggaran pada saat pemilihan suara, akan tetapi karena DAK2 yang sebesar 95%, 

dan bagi Mendagri hal tersebut tidak masuk akal.
119

 

Hal yang dilakukan Panwaslu dalam penetapan DPT jika ditinjau dari 

tugas dan wewenangnya yang dimuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai. 

Pasal 30 huruf a secara tegas menetapkan tugas dan wewenang Panwas 

Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang salah 

satunya adalah melaksanakan pengawasan pendaftaran pemilih. Untuk 

melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Panwaslu telah beberapa kali 

mengirimkan surat kepada KPUD tentang keberatannya terhadap DPT yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa telah terlaksana tugas 

pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Sampang atas kesalahan penetapan 

DPT yang dilakukan KPUD Kab. Sampang. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan 

salah satu tim dari peserta pemilu nomor urut 1, Jihad. Ia mengatakan bahwa, 

Panwaslu telah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DPT, akan tetapi 

KPUD tidak merubah temuan tersebut.
120

 

Dalam pelaksanaan laporan dugaan pelanggaran yang berupakan bagian 

dari tugas dan wewengan Panwaslu Kab. Sampang yang termaktub dalam UU 

Nomor 10 Tahun 2016, ditemukan beberapa kejanggalan. Menurut pengakuan 

anggota Panwaslu, laporan yang masuk kepada Panwaslu diproses sesuai dengan 

prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang. Akan tetapi dari pengakuan 
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beberapa tim pasangan calon, laporan atas tindakan pelanggaran tidak ditindak 

secara cepat oleh anggota Panwaslu. Panwaslu dianggap dengan sengaja mengulur 

waktu atas laporan yang telah diajukan.
121

 

Panwaslu menganggap bahwa, laporan yang masuk diproses sesuai dengan 

aturan yang ada. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan menurut Bawaslu, paling 

tidak harus memenuhi minimal dua alat bukti.
122

 Untuk melengkapi bukti tersebut, 

Panwaslu Kab. Sampang mengirimkan surat permohonan kepada KPUD untuk 

membuka C 7. Pada hari yang sama, Panwaslu juga mengeluarkan surat dengan 

nomor yang sama kepada Bawaslu Jawa Timur. Menurut Insiyatun, surat pertama 

dikirimkan oleh Panwaslu pada tanggal 7 Juli 2018 sekitas jam 08.00. Surat ini 

merupakan permohonan kepada KPUD untuk melengkapi bukti laporan pelanggaran. 

Akan tetapi KPUD tidak memberikan respon hingga jam 22.00. Menurut Insiyatun, 

keputusan tentang laporan pelanggaran tersebut harus diputuskan sebelum waktu 

pelaporan yang ditentukan perundang-undangan habis, yakni tanggal 7 Juli 2018 (5 

hari setelah pemilihan). Oleh sebab itu, surat ke dua dikeluarkan yang berisi 

mengenai keputusan Panwaslu bahwa pelanggaran yang dilaporkan tidak memenuhi 

minimal dua alat bukti.
123

 

Apa yang dilakukan Panwaslu Kab. Sampang dalam merespon dugaan 

laporan penyelenggaraan pemilu, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 
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Tahun 2016. Panwaslu dianggap tidak melaksanakan tugas dan wewenang dalam 

menerima dan menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan. Meskipun 

dalam beberapa hal Panwaslu melakukan tugas dan wewenang tersebut. Hal tersebut 

berdasarkan kesaksian tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Hisbullah. Ia 

menyampaikan bahwa Panwaslu telah melakukan tugas dan wewenang dengan baik 

dalam hal menerima dan merespon setiap laporan atas dugaan pelanggaran yang 

dilakukan.
124

 Begitu juga, keputusan atas dikeluarkannya surat kedua atas keputusan 

bahwa tidak ada pelanggaran pemilu, dapat dibenarkan oleh undang-undang. Surat 

yang dikirimkan Panwaslu kepada KPUD yang sifatnya permohonan, tidak mengikat 

KPUD untuk cepat merespon surat tersebut. Dalam undang-undang Nomor 10 

Tahun 2016, KPU hanya wajib melaksanakan surat Panwaslu berkaitan dengan 

rekomendasi atau putusan Panwas mengenai sanksi administrasi pemilihan. 

Akan tetapi, jika ditinjau dari kode etik dan pedoman perilaku pemilih, 

Panwaslu melakukan kelalaian dalam perkara mengeluarkan surat dengan nomor 

yang sama. Surat tersebut adalah surat dengan nomor: 183/BAWASLU-PROV.JI-

23/VII/2018. Surat pertama ditujukan kepada KPU kabupaten Sampang dan surat 

kedua ditujukan kepada Bawaslu Jawa Timur. Atas dasar tersebut, yang dilakukan 

Panwaslu tidak menggambarkan sikap profesionalitas dan kecermatan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara Pemilu. Panwaslu 
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Kab. Sampang tidak berpedoman pada prinsip kepastian hukum dengan tidak 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan ketentuan perundang undangan. 

Panwaslu juga telah lalai dengan tidak melakukan tindakan dalam rangka 

penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam kaitan 

menanggapi laporan dugaan pelanggaran. Begitu juga dengan adanya surat ganda, 

Panwaslu Kab. Sampang tidak mematuhi prinsip profesionalitas dengan melalaikan 

jaminan kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar 

porfesinal administarsi penyelenggaraan pemilu. Dan Panwaslu Kab. Sampang 

melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggaraan pemilu. 

Kesalahan dalam mekanisme pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Kab. 

Sampang Tahun 2018, yang pada akhirnya berujung pada keputusan Mahkamah 

Konstitusi, pada dasarnya terjadi karena tidak adanya kesinergisan antar kedua 

lembaga pelaksana dan pengawas pemilu. KPUD sejak awal tidak menghiraukan 

rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu. Kealalian KPUD atas 

hal ini, telah mendapatkan sanksi berupa teguran dari DKPP. Begitu juga dengan 

Panwaslu yang dianggap tidak tegas dalam melakukan tindakan atas dugaan temuan 

kecurangan, turut andil dalam menciptakan Pilkada di Kab. Sampang yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan. Implikasi dari kinerja yang buruk ini 

menjadikan Panwaslu menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Paling tidak dapat 

menjadi bukti bahwa masyarakat menyatakan ketidakpuasan atas kinerja Panwaslu 

dengan adanya banyak demonstrasi ke kanto Panwaslu Kab. Sampang. 
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B. Analisis Pelakasanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kab. Sampang menurut Fiqh 

Siya>sah 

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur 

dan arah kepemimpinan dalam periode tertentu. Peran yang begitu vital yang 

terkandung dalam proses ini, mendorong satu mekanisme dalam penyelenggaraannya 

sesuai dengan aturan-aturan agar pemimpin yang terpilih dapat mewakili aspirasi 

seluruh masyarakat. Hal ini adalah fungsi utama dari pemilu yakni mengahasilkan 

kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.
125

 

Dalam mewujudkan fungsi ini, maka dibutuhkan perangkat pengawasan 

yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pertama kali lembaga pengawasan pemilu 

dibentuk yakni agar tercipta pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah, 

نَّاسً   ى ال تيم  بػىين  م  كى ذىا حى إً ا كى هى لً َٰ أىى  لِى انىاتً إً ىمى دُّكا الْ  م  أىف  تػيؤى فَّ اللَّوى يىأ ميريكي إً
ؿً  ال عىد  وا بً مي فَّ  ۚ  أىف  تَى كي ا اللَّوى  إً مَّ عً م   نً ظيكي وً  يىعً فَّ  ۚ   بً افى  اللَّوى  إً يعنا كى  سَىً

 ابىصًيرن 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 

Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 

menerima lapran pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, dan 
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tindak pdana pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. 

Panwaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi 

pengawasan. Menurut Diana Halim Koencoro, lembaga pengawasan dalam 

perspektif hukum administrasi negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk 

penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah ditentukan (preventif) dan 

menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).
126

 Pengawasan 

merupakan suatu fungsi dasar dari sebab dibentuknya  Panwaslu. Pengawasan juga 

diharapkan menjadi faktor terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Walaupun 

bersifat ad hoc, namun memiliki peranan penting sebagai jalan masuk perkara baik 

yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, maupun penyelenggara pemilu itu 

sendiri. 

Fungsi pengawasan Panwaslu, jika ditinjau dari fikih siya>sah, fungsinya 

memiliki kesamaan dengan kosep al-muraqabah wa al-taqwi>m dalam istilah Abd al-

Qa>dir Awda dan konsep hisbah dalam pandangan al-Mawardi>. Menurut Awda, 

fungsi pengawasan dimiliki oleh seluruh masyarakat, akan tetapi dalam proses 

pelaksanaannya, dilakukan oleh lembaga pemerintah yang pada esensinya 

merupakan wakil dari masyarakat. Dengan pengertian ini, sult}ah al-muraqabah wa 

al-taqwi>m tidak terbatas pada lembaga pengawas pemilu, akan tetapi berlaku umum. 

Meskipun demikian, aturan-aturan dan nilai yang harus diterapkan dalam 

                                                 
126

 S. F. Marbun, dkk, Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

hal, 267. 
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pengawasan berlaku umum.
127

 Ibn Taymiyah mengaitkan al-hisbah dengan 

penegakan fungsi negara yang dimiliki Panwaslu.
128

 

Panwaslu Kab. Sampang sebagai lembaga pengawasan dalam pelaksanaan 

pemilu, pada dasarnya mereka adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan fungsi 

pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut salah satunya untuk mencegah kecurangan 

yang termasuk dalam bagian kemungkaran dan menciptakan keadilan dalam 

masyarakat. Dalam Islam, mencegak kemunkaran dan menciptakan keadilan 

merupakan suatu kewajiban. Allah berfirman, 

رً  ػػػ ن كى نً ال مي فى عىػػػ و  ػػػ هى نػ  تػى ريكؼً كى ع  ػػال مى ػً ػػأ ميريكفى ب لنَّػػػاسً تىػ ت  لً ػػػ رًَّى ةو أيخ  رى أيمَّػػػ ػػػ ػ  ي تيم  خى ن ػػػ نيػػػوفى  كي مً تػيؤ  كى
ػػػػوً  اللَّػ لىػػػػػػو   ۚ  بً نى  كى لي  آمىػػػػػػ ػػػػػػ تىػػػػػػابً  أىى  افى  ال كً ػػػػػ رنا لىكى ػػػػػػ ػ  ي ػػػػػم   خى مي  ۚ   لىيػ هي نػ  ػػػػػػ نيػػػػػػوفى  مً مً ؤ  مي  ال مي ريىي ػىػػػػػػ ث  كىأىك 

قيوفى  اسً  ال فى
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 

ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

 

ػال   يىػأ ميريكفى بً لِى ال ىػير ً كى عيوفى إً ةه يىػد  م  أيمَّ ن كي ن  مً ل تىكي رً كى ن كىػ نً ال مي فى عىػ و  هىػ يػىنػ  ريكؼً كى ع  ػ ى مى ئً  كىأيكلىَٰ
مي  وفى  ىي حي لً ف   ال مي

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Merekalah orang-

orang yang beruntung. 

 

Nabi Muhammad telah mengajarkan pada kita bahwa membiarkan 

ketidakadilan dan kecurangan akan menghasilkan stabilitas sosial yang kacau dan 

                                                 
127

 Abd al-Qa>dir Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una> al-Siya>sah (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1981), 

179. 
128

 Romly, Al-Hisbah al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam (Sleman: Penerbit 

Deepublish, 2012), 40. 
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rusak. Oleh sebab itu, Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk 

melakukan pengawasan dan mencegah kemungkaran memiliki kewajiban untuk 

melakukan hal tersebut. 

Hal ini tidak berarti bahwa selain Panwaslu, tidak diperbolehkan 

melakukan pengawasan. Al-Mawardi membagi pelaku pengawasan menjadi dua, 

pertama, pengawas yang melakukan secara sukarela (mutat}awwi’). Dalam konteks 

Pemilu, pengawas semacam ini adalah pengawas yang tidak masuk dalam aturan 

perundang-undangan, seperti pengawas yang dibentuk oleh peserta pemilu. Kedua, 

pengawas yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah (muh}tasib).
129

 Terdapat 

perbedaan diantara keduanya dalam hal tugas dan wewenang. Perbedaan 

mendasarnya adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk sebagai petugas pengawas 

memiliki kewajiban penuh (fard}u ‘ain), sedangkan selain lembaga resmi tidak 

memiliki kewajiban penuh dan sifatnya sukarela.
130

 

Pengawasan yang dilakukan oleh seluru peserta pemilu dalam usahanya 

untuk menciptakan keadilan dan mencegah kecurangan dalam proses pemilihan, 

merupakan langkah yang memiliki dalilnya dalam proses pengawasan dalam Islam. 

Tugas mereka kemudian melakukan pelaporan terhadap lembaga resmi yang 

ditunjuk pemerintah untuk menindaklanjuti proses laporan atas dugaan kecurangan. 

Keterlambatan dalam proses mencari bukti sehingga batas pelaporan yang 

                                                 
129

 Ali bin Muhammad al-Bas}ri al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah (Mesir: Must}afa> al-Babi> al-

Halabi>. t.th), 349. 
130

 Ibid. 
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diperbolehkan undang-undang habis, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kondisi 

potensi kecurangan yang tidak segara ditangani, akan mendorong pada terciptanya 

kemungkaran, sehingga penanganan terhadap laporan tersebut secara cepat 

merupakan hal yang jauh lebih penting dari pada menunggu keyakinan atas laporan. 

Hal ini sesuai dengan kaidah, 

ىفىاسًدي  دىر ءي 
يـ  ال ىصىالًحً  َّىل بً  عىلىى ميقىدَّ

 ال

 

Meninggalkan kerusakan didahulukan dari pada memperoleh 

kemaslahatan. 

 
Mendahulukan hal yang memiliki potensi untuk terjadi hal yang lebih 

merusak bagian dari penerapan sad al-dhari>’ah dalam hal tindakan preventif dari 

pada memaksa untuk mencapai kemaslahatan.
131

 Implikasi dari keterlambatan 

penanganan laporan dan keluarnya dua surat ganda dalam hari yang sama, 

memancing adanya pengerahan massa, hingga terjadi pelemparan batu ke kantor 

Panwaslu Kab. Sampang. 

Protes yang dilakukan oleh para pendukung dari peserta pemilu yang 

merasa dirugikan dianggap merupakan bentuk dari protes kekecawaan terhadap 

Panwaslu Sampang.
132

 Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian 

dari pengingat kepada Panwas. Awda’ mengunggkapkan bahwa jika dalam negara 

demokrasi, petugas pengawas mewakili rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk 

                                                 
131

 Mahbub Ghozali, ‚Relevansi Sad al-Dhari>’ah dalam Pembaharuan Hukum Islam‛ dalam Jurnal 
Qolamuna, Vol. I, No. 1 (Juli 2015), 11. 
132

 Sanjaya, Wawancara. 
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mengawasi kinerja dari lembaga pengawasan tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam 

proses penanganan pengawasan maka rakyat sebagai yang diwakili memiliki 

kewajiban untuk mengingatkannya.
133

 

Berdasarkan tindakan yang dilakukan anggota Panwaslu yang tidak 

berkesesuain dengan aturan-aturan pengawasan dalam Islam, seharusnya seorang 

pengawas memiliki beberapa kriteria, diantaranya:
134

 

1. Seorang muhtasib haruslah ihsa>n, merasa dirinya diawasi oleh Tuhannya dalam 

berbagai aktivitas 

2. Berilmu, memiliki berbagai bidang disiplin ilmu, terutama agama, hukum, dan 

sosial 

3. Amanah, menjadikan pekerjaan sebagai salah satu beben atas diri untuk 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan 

4. Berani, menegakkan yang hak dan melawan segala bentuk pelanggaran yang 

kerap terjadi di mana saja 

5. Evaluasi, dapat menganalisa pekerjaan dengan baik dan tidak sekali-kali salah 

dalam melakukan pekerjaannya.  

 

 

                                                 
133

 Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una>, 180. 
134

 Romly, Al-Hisbah al-Islamiyah, 156. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewewenang Panwaslu Kab. Sampang, sudah 

melakukan beberapa tindakan yang tidak mematuhi aturan. Panwaslu Kab. 

Sampang melakukan kelalaian dengan mengeluarkan surat ganda pada hari yang 

sama. Selain itu, terlihat indikasi yang menunjukkan adanya dugaan kesengajaan 

dari pihak Panwaslu untuk mengulur waktu terhadap usaha penindakan laporan 

dugaan pelanggaran. Netralitas serta profesionalitas Panwaslu juga di nilai masih 

kurang dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilukada Kab. Sampang Tahun 

2018. Serta tidak adanya kesinergisan antara kedua lembaga pelaksana dan 

pengawas Pemilihan mengakibatkan masyarakat tidak puas dengan kinerja kedua 

lembaga tersebut. 

2. Tindakan yang dilakukan Panwaslu Kab. Sampang dalam merespon laporan 

dugaan pelanggaran, tidak mencerminkan mekanisme pengawasan yang telah 

diatur dalam Fikih Siya>sah yang menekankan pada terciptanya keadilan dan 

mencegah kecurangan. Tidankan yang menunda untuk memproses dugaan 

pelanggaran juga tidak mencerminkan kaidah fikih, untuk mendahulukan perkara 

yang berpotensi menghasilakan kerusakan daripada mencapai kemaslahatan. 
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B. Saran 

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang 

Panwaslu Kabupaten/Kota, dengan objek penelitian yang kecil. Masih banyak kajian 

yang harus diteliti kembali yang berhubungan dengan aturan perundang-undangan 

yang memuat tugas dan fungsi badan pengawasan, agar pelaksanaan tujuan 

pemilihan umum menjadi tercapai. 

Maka, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan kesesuain aturan 

perundang-undangan dengan kebutuhan lokalitas badan pengawas pemilu. Juga, 

mengenai pola rekrutmen agar petugas pengawas pemilu menjadi lebih bisa teliti dan 

profesional dalam menjalankan tugasnya. 
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